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LEMPARLN DAER.LH

KABUPATEN DAke#AH TINGKAT ITI MAGEL.NG
Nomor : ? Tahun 1981 Serd D., No,:5

— e e e e e B A A B S S e sl ——— S —g————

¢ PERATURAN DAERAH KABUPATIN DAERAH TINGKAT II Mim-
GELANG,
- NOMOR : I TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI Dual TATA KERJ.. DINAS PETEHN.~
K:Jq KABUPJ:TE‘T DI-IERJLH TmGK;lT II Hjl-GE[H.“G-

DENGAN RAHMLT TUHAN YANG MLH.L ESa
BUPATI KEPALA DLERAH TINGKAT II MAGELING

Meninbang :a.bahwa scmakin meningkatnya usaha
Pembangunan Daerah yang merupakan
salah sctu tugas pokok Pemerintzh
Daerah lthususnya dalam rangks nema-
jukan usaha Peternakan Daerzah, perin
dikembanzkan pembinaan dan bimbingon
terhadap produksi, pemasaran dan Ko-
perasi Peternakan serta perlindungm
terhadep hewan ternak ;

bepahwa untuk kepentingan pembinaan
dan pengawasan tehnis pelaksanaan u-
scha Peternakan Daerah, perlu diwu -
judkan don dikembangkan hubungan
fungsional antara Dinas Daerah Ting-
kat II dengan Daerah Tingkat I ;

c.bahwa berhubungan dengan itu dalan
rangka peningkatan daya guna dan ha-
il guna Dinas Peternakan Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang sebagai
aparat pelaksona usaha Peternakan In
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Mo-
gelang, naka perlu ditetapkan Susu -
nan Orpanisasi dan Tata kerja Dinas
Peternuwcan Kabupaten Daerah Tingkat
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II Magelang tersebut dalam Peraturan
Daarnh.

gyengingat :1,Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974,

tentang Pokok-~pokok Peumerintahan di
Daerah ;

2.Undang=undang Nomor 1% Taohun 1950
Jo. Peraturan Penmerintah lomor 32
Tahun 1950, tentang Penbentukan Do-
ernh-Daaruﬁ Kabupaten dalan lingku=
ngan Propinsi Jawa Tengah ;

3¢Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tzhun
1951, tentang Pelaksonaan Penyera -
han sebagian urusan Pemerintah dasrss

lapangan Kehewanan kepada Propincgi
Jawa Tengah ;

L,Keputusan Menteri Dalan Negeri o =
mor, 363 Tahun 1977, tentang Pedoum
Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah ;

S5.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
6 Tahun 1980, tentang Petunjuk Pelc:
sanaan mengenai Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pe -
ternakan ;

6.Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Te -
ngah tanggal 19 Juli 1961, tentang
Penyerahan sebagian dari tugasnyo qE
lam lapangan Kehewanan kepada Daerc
Tingkat II ;

7+ Peraturan Daerah Swatantra Tingkat
I Jawa Tengah tanggal 6 Januari
1959, tentang Penyerahan Urusan Ke-
sahaian Ternak kepada Daerah-Daerch
Swatantra Bawahan ;

8.Instruksi Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/
45/80 tentang Petunjuk pelaksanaan
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H
mengenal Susvnan Orpganisasi dan Tata

Kerja Dinas Peternakan Daerah Ting -
kat II se Java Tengah,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daoe =
r_-ah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelan;.

MEMUTP SKAIN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAER/H
TINGKAT II MAGELANG TENTANG SUSUNIN
ORGANISASI DAN TAT.. KERJL DIN..S PE-
TERNAKAN X/DUPATEN DAERAH TINGKLT

II MAGELANG,
BAB I
KETENTuAN UMUM
Pasal 1
Dalan Peraturan Daerch ini yang dimaksud dengan:

cePemerintah Daerah udalah Pemerintah Kabupaten
Doerah Tingkat II Magelang

b.Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Dae -
. rah Tingkat II Mapgelang ;

B-Dinaﬁ Peternakan acalaoh Dinas Peternakan Kobum

+en “acerah Tingkat II Magelang, .
' | ELAB 11
KEDUDUK/AN, TUG.S PCKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

(1).Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana Peme-
rintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewe-

naggan pangkal don penyerahan urusan lebih
lanjut kepada Daerah Tingkat II sebagai uru =
san rumah tangga Daerah Tingkat II dibidang
Peternakan,

(2) ,Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jo-
wab kepada Bupati Kepala Daerah,
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Pasal 3
pinas Peternakan mempunyai tugas pokok :

asMelaksanakan usaha dan kegiatan untuk meuajukan
Peternakan ;

b.Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk meningkst
kan kesejahteraan Petani Peternak ;

¢eMelaksanakan. tugas lain yang diberikan oleh Bu-
pati Kepala Daerah,

Pasal 4

Untuk menyelengpgarokan tugas pokok tersebut pada
pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan
pempunyai fungsi :

2e Perunusan kebijaksanaan tehnis, pemberian biati
ngan dan pembinaan terhadap produksi, pemasaron
dan Koperasi Peternakan serta perlindungan ter-
hadap hewan ternck ;

b. Pemberian perijinan sesual dengan kebijcksonaon
yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berda
sarkan peraturan perundang-undangan yang berls
ku ;

ce.pelaksanaan, sesuai dengan tugas pokoknya dan
sesuai dengan peraturan perundang-uRdangan yang
berlaku ; _ ‘

d.pengamanan dan pengendalian tehnis atas pelaksn
naan tugas pokoknya sesual dengan kebiljaksanam
yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berda
sarkan peraturan perundans-undangan yang berlo-
ku ;

e, pengurusan Tata Usaha Dinas Peternakan,

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

1),Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri
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dari :

- aeKepala Dinaga;
beSub Bagian Tata Usaha ;
c«Seksi Bina Program j
d.Seksi Produksi ;
ceSeksi Usaha Tnni !
f.Seksi Kesehatan Hewan ;
BeSeksil Penyuluhan,

(2Y«Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 Urusan
*dan nasing-masing Seksi terdiri 3 Sub ~eksl,

(3).Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing
dipimpin oleh sebrang Kepala yang berada dibo-
wah dan bertanggung jaweb kepada Kepala Vinas
Peternakan,

Bagian Kedua

Kepale Dinas

. Pasal 6
Kepala Dinas mempunyal tugas melaksanakan tugas
kok sebagai dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Jae -
rah illii

Begian Ketiga

- Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha menpunyai tugas menyiapkan
urusan surat menyurat,urusan dalam, pengelolaan Ks

pegawaian, pengelolaan Kcuangan, perlengkapan, pe-
nyusunan rencana ketatalaksanaan serta peraturan

perundang=undangan,
Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tupgas tersebut pada pasal 7
Peraturan Dacrah ini, Sub Bagian Tata Usaha menmpu-

nyai fungsi :

a,meloksanakan surat menyurat, kearsipan, perleng-
kapan, perjalanan Dinas dan urusan rumah tangga;
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beMenyliapkan penyusunan rencana dan progran keta-
talaksanaon Dinas Peternakan ;

cemelaksanakan pengelolaan Kepegawaian ;

demelaksanakan pengelolaan Keuangan

CelMenyusun statistik dan dokumentasi tentang ha -
sil pelaksanaan tugas ;

fetienyiapkan naskah dan peraturan pelaksanasan, ke
Putusan~keputusan, instruksi dan menghinpun pe-
raturan perudang=undangan dibidang peternakan,

e it k
Pasal 9
(1).Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

0. Urusan Unun ;
b.Urusan Kepegawalan ;

c.Urusan Keuangan ; , ;
de.Urusan Efisiensi dan Tatalaksana

(2) .Masing-nasing urusan sebagai dimaksud ayzt
(1) pasal ini dipinpin oleh seoranz Kepalza U
rusan yang berada dibawah dan bertanggung jo=
wab kepada Kepala Sub Bagian Tatz Usaha,

Pasal 10

Urusan- Unup.nenpunyal tugas nelaksanakon urusan
arsip, eckspidisl, pengadaan, rumah tangga, pemeli
haraan barang inventaris, perjalanan Dinas dan
perlengkapan serta dokumentasis

Pasal 11
Urusan Kepegawzian nmempunyail tugas melaksanakan
pengelolaan Kepegawaian,

Pasal 12

Urusan Keuangan mempunyal tugas merencanakan ang-
garan ponbiyayacn dan pendapatan, pengelolaan dan
pertanggung jawaban kouangan,

Pasal 13

Urusan Efisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas
penyiapkan penyusunan rencana ketatolaksanaan ser
ta menyiapkan naskah peraturan pelaksanaan, ===
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My "
L N ¢ ¢

instruksi dan nenghimpun peraturan perundang=-und:. . _.
dangan dibidang Peternakan,

Bagian Keempat
Seksl Bina Progran
Pasal 14

Seksi Bina Progran mempunyal tugas menyajikan do-
ta, merumuskan rencana dan program kerja serta mg
nyusun laporan,

Fasal 15 d

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal
14 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program nenm

nyal fungsi :

a.Menyiapkan rencana dan program Pemerintah ;

b.Mensikuti perkembangan dan nembina pelaksanaan
rencana progran dan proyek serta nerumuskan ren
ccona penyesuaian j

ceMerunuskan kebijoksanaan tehnis dibidang Peter-
nakan, mengadakan ovaluasi dan menyusun stgtis-
tik.

: _F‘ﬂs.ll 16
(1).Seksi Bina IProgfau terdiri dari :
a,Sub Seksi data ; '

b.Sub Seksl Perunusan *dan Pengendalian ;
c.Sub Scksl evaluasi dan Pelaporan ;

(2).8ub Seksi-Sub Seksi secbagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini masing-nasing dipimpin oleh se-
orang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bi=-
na Progran,

Pasal 17 % e

Sub Seksi pati menpunyai tugas nelaksanakan pe =
ngumpulan, pengelolaan dan penyajian data serta
penyusunan statistik, :
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' Pasal 18
Sub Seksi Perumusan dan pengendalian menmpunyal tu
gas melaksanakan penyusunan rencans dan progra
kerja pembangundanbeserta anggarannya,

Pasal 19

Sub Seksi Ivaluasi dan Pelaporan menpunyad turas
melaksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksang
an program kerja serta uenyusun naskah laporan,

Bagian Kelina
Sekel Produksi

Pasal 20

Seksi Produksi mempunyai tugos meloksanclan peatdd
nazn Produksi dan sarana produksi, nenyediakan
kanan ternak dan pengolahan hasil-hasil ternak
serte ikutannya,

18 1

Pasal 21

Untuk nenyelenggarakan tugas tersebut pada Paszl

20 Percturan Daerch ini, Seksl Produksi nempunycd

fangsi

2.Meloksanoken penbinaan dan binbinsan dibidang
penyediaan dan penyebaran bibit ternak dan inse
nminasi buatan

b.Melaksonakan pembinaan dan bimbingan dibidang
penyedinan mckanan ternak dan penanfaatan hasil
buangan industri dan limbah biartanmn -

ceMeclaksanakan pembinaan dan bimbingan dididang
pengolahan hasil-hasil ternak beserta ikutanny

Pasal 22
(1).8eksi Produksi terdiri dari @

a.Sub Scksi Penbibitan ;
b.Sub Seksi mokanan ternbk ;
c.Sub Seksi Pengolahan Hasil Ternak.

(2).51b Seksi=Sub  Scksi sebagaimana dinaksud ayat
(1) pascl ini, nmasing-nasing dipimpin oleh
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seorang Kepala Sub Seksi yan& berada dibawah
dan bertangpung jowab kepada Kepala Seksi Pro-
d'ﬂkﬂii .
Pasal 2%
Sub Seksi Penbibitan munﬁunyni tugas melaksanskm
&l y

penbinaan produksi ternok, seleksi dan standardi-
sasi nmutu serta polu penyebaran bibit ternak,

Pasal 24

Sub Scksi nakanan tenak zenpunyai tugas melokessa
kan penbihaan dibideng penyediaan nakanan fernck
gan penanfaatan nakenan ternok dan pemanfoatan kg
sil=hasil ikutannya atau hasil buangan industiri

serta linbah pertanian,
- Pasal 25
Sud Seksi Pengolahon Hasil Ternak nenpunyai tugcs

nelaksanakan pembinaan dibidang pengolahan hasil
hasil ternak berserta ikutannya,

Batian Keenan
Seksi Usaha Tani
Pasnl 26

Seksi Usaha fani mempunyci tugas melaksanaizan pen
ninaan dan pengembangan renguscahaan Peternalon,
h=sil Peternakan dan menyiapkan analisa kebutuhon
ncdal dan kredit bagl peryelenggaraon usaha dibi-
Pasnl 27

Untuk nenyelenggarakan'tvgas torscbut pada Pasal
26 Perctuan Dacrah ini, foksi Usaha Tond menpu -
nyai fungsi :

2, Pembinaan dan pengenbarpan pengusahaan Peterna-

kan
b, pamh:[nann penyelongpgarcan serta pengoenbangan pe

nasaran hasil Poternakin ;
¢, Pembinaan permodalan ;
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de Pengurusan perdjinan,
Pasal 28
(1) Sekei Usaha Tand fepdird dari :

asSub Seksi Ijin Perusahaan ;
b.Sub 8eksi Infornasi Pasar ;
Ce.Sub Selksi Pernodalan,

(2)«Sub Seksi=Sub Seksi sebagainana dinaksud a -
iat (1) pasal ini masing-masing dipiapin o
el seorang Kepala Sub Scksi yang berada di-
bawah dan bertangpgung jawab kepoda Kepala
Seksi Usaha Tani,

Pasal 29
Sudb Seksi Ijin Perusahaan mempunyai tuzas nelole-
sanakan penbinaan dan pengenbangan penguschoan
peternakan, nmerunuskan pedoman penintasn ijin
serta persyaratan usaha peternakan sesuzl dengon
peraturan perundang-undangan yang berloku.

Pasal™ 30
Sub Secksi Infornasi Pasar mempunyai tugas penli-

naan penyelenggaraan dan pengenbangan pencsoron
hasil peternakan serta ikutannya.

Pasal 31

Sub Scksi Pernodalan mempunyai tugas nelaksong -
kan penbinaon pernodalan serta nmenylapkan andli-
sa kehutuhan nodal dan kredit bagi penyelengrarg
an usaha dibidang peternakan,

Baian Ketujuh
Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 32

Sekei Kesehatan Howan nempunyai tugas peabinaan
dibidang penganatan, pencegahan dan penberantas-

zn penyakit serta kosochatan masyarakat veterino-
r,

Dipindai dengan CamScanner



68

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 72 Pe
ratupan Daerah ini, Seksi Kesehatan mempunyai fungsi

a. pembinaan dibidang pengamatan penyakit hewan ;
b. pembinaan dibidang pencegehan dan pemberantasan pe-

nyakit hewan ;
c. pembinaan dibidang kesehatan masyarakat veterinair,

Pasal 34

(1)« Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :

a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit;
b. Sub Seksi Pencegahan dan pemberantasan Pen;raklt
c. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair.

(2)e Sub Seksi Sub Seksi sebagzimana dimaksud ayat (1)
pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Ke=-
pala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanszuns
jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan hewan.

Pasal 35

Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas melaksana
kan pembinaan dibidang pengamatan penyakii hewan.

Pasal 36

sub Seksi Pencegahan dan pemberantasan penyakit mempunyai
tubaa melakaanﬁan pembinaan dibidang pencegahan dan pen

berantagan penyakit hewan.

Pasal 37

| gub Seksi Keschatan Masyarakat Veterinair mempunyai tu-
. gas melaksanakan pembinaan dibidang kesehatan bahan-ba=
. han asel hewan dan pemberantasan penyakit Zoonosas

L
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Bagian kedelapan
Seksi Penyuluhan

Pagal 30

soiksi penyuluhan mempunyal tugas pembinasn dan periu
ivaan peternakan ger.a meloksanaien pendidikon Line=
zat rendah dan meleksavakanbimbingan sexrta pergyalsl-

W
wmd®

Pagal 39

tatuk menyelanggavakoir tugas tersebut pada Pasal 38

feratusazn Daerch inis Scksi Penyuluhen mempuryel -

fmgsl s

2. Melsksansken penyuluisn kesehaton hewsa

b. melsksanakan penyuluhan pengusshnan petermzizn

2. Dmelaksanalicn penynluhan produxzi, saranz produis:,
pc.ascaran dan saran: pemasaran ;

2. melsksanakan penyuluhan sosial ekoromi peferazicen;

&. melaksanakan pendidikan tingkat rendah.

Pasel 40

1) Seksi Penyuluhan tordiri deri :

a. Sub Seksi Latihan Ketraupilan ;
b. Sub Seksi Sarana Informesi 3
c. Sub Selsi Tata Penyuluhans

2). Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Ke-
pala Sub Seksi yang berada dibawah dan dertengmuns
jawab kepeda Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 41

Sub Seksi Latihan Ketrampilan mempunyai tugas menyeleng
garakan Latihan Ketrampilan dan Kursus Kursus tingkat-
rendah.

Dipindai dengan CamScanner



70

Pasal 42

Sub Seksi Sarana Informasi mempunyal tugas menyelengza - -
rakan pengurusan saran penyuluhan dibidang peternaksn
dan kesehatan hewan.

Pasal 43

Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyei tugas menyelengia-
yakan Tata Penyuluhan Peternakan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 44

Kepala Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugasnys ter
dasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati s~

pala Daerah.
Pasal 45

Delam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Peternakan, Xe
palz Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menetapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara
vertikal dan horizontal baik dalanm lingkungan masing =
masing maupun antara Satuan Organisgsi dalam lingkungan
Femerintah di Daerah serts dengen instansi lain sesuai

dengan tugas pokoknya masing masing.
Pasal 46

(1). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan
Dinas Peternakan bertanggung jawad memimpin dan -
mengkoordinasikan bawahannya masing nasing dan =
memberikan bimbingan sorta petunjuk petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahannya.
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(2)« Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajid mengiluti
dan mematuhi petunjuk petunjuk dan bertangoung -
jawab kepada atasan masing masing dan menyampai-
kan laporan berkala tepat pade waktunya.

(3)- Setiap lagoran yeng ditorina Pimpinan Satuan Or
ganisael bawahan wnjib diolah dan dipergunakan

gsebagal penyusunan laporan lebih lanjut untuk -
memberikan petunjuk petunjuk kepada bawahan,

Pasal 47

Para Kepala Seksi pada Dinas Peternakan menyanupaikan -
1aporen kepada Kepala Dinas, Sub Pegan Pata Usahza za-
nyusun laporan laporan berkala Kepala Dinas.

Pesal 48-

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Ox-

sanisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bavsh
annya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepadia ba -

wahan masing masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 49

Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana
tercantun dalem Lampiran I Feraturan Daerah Ini.

BAB V.
KETENTUAN LAIN LAIN.

Pagal 50

Jenjang jabaten dan kepengkatan serta susunan kepega-
wedian diatur kemudian sesual dengan peraturan perundang

| undangan :yang ‘hérlaku,
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~ Pagal 5

{1). Kepala Dinas Peternakan diangkat den diberhentikan
oleh Bupati Kepala Daerah setelah memperoleh per -
setujuan Gubernur Kepala Daerah.

(2)« Kepala Sub Bagian, Kepala Sekei, Kepala Sub Sekei
dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB VI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 52

Dinas Peternskan yang telah dibentuk sebelum berlaiunmyz
Peraturan Daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkzn -

Peraturan Daerah ini.
BAB VII

FENUTUP
" Pasal 53
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala keten

tusn yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini di -
nyetakan tidak berleku lagi.
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PENJELASAN | -
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT
MAGELANG

NOMOR : 4 TAHUN 1981
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINCKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UNMUM :

Berdasarkan Peraturan Penierintah No. 33 Tasun 1927
jis Peraturan Daccah Swatantra Tingrat ke I Jawa -
Pengah tgle 6 Januari 1959 CDL Swatenira Tingkai -
ke I Jawa Tengah Tgl. 25 September 1952 Serie 4 -
Fo. 3 dan Poraturar Daerah Daerah Tingkat ke I Jzwz
Tengah tanggal 19 Juli 1961 ( Lembaren Dasvsh Jauz
Tengzh Serie A Tahun 1962 No.7 ), Pemerintzh Dacrah
= Tingkat II disershi kekuassan tuges day tangsung -

Jawab mengenai urusan 3

a. melakukan ugaha dan Kegiatan untuk memajukan pe-
ternakan ;

b. menyelengzarakan penyuluhan tehnis dilspangan -
peternakan ;

c. menyelenggarakan urusan kesehatan hewan dan hal
hal yang bersangkutan dengan itu ;

d. melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit
hewan menular dan penyakit lainnya; .

e. meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup peta-
ni peternsk serta membimbing dan mengawasi orsa-
nisasi peternak.

Sebagai redlisasi dari penyerahan urusan
tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Gubernur Kepa-
la Daerah Jawa Tengah No.Hu.7/1/9 tanggal 4 Mei =
1966 tentang penetapan Susunan Organisasi dan Lapa-
ngan tugas Dinas Kehewanan Propinsi Jawa Tengah.

-

Dipindai dengan CamScanner



76

Socbogai tindak lanjut daripada keputusan Presiden No.19
Tahun 1968, maka dikeluarkan pula Keputusan Gubernur -
Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : Hukum G.28/
1/4 tanggal 29 Juli 19668, tentang perubghan sebutan i
nas Kehewanan Propinei Jawsa Tengah menjadi Dinas Peter
nakan Propinsi Jawa Tengah. =

Dengan adanya perubahan Struktur Pemerintah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Magelang, maka diadakan pula -
perubahan mengenai Struktur Organisasi Dinas Peternakan
Kabupaten Daerah Tingkat II Maogelang.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan -
penyclenggaraan Pemerintahan dan pembangunzn gecara -
berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menysng-
kut bidang Peternakan di Kabupaten Deerah Tingkat II -
Magelang, maka perlu meninjeu kembali susunan Orgaznisz
si dan Tata kerja Dinas Peternaken Kabupaten Daerah Ting
kst II Magelang dalam Peraturan Daerah sesuai dengan -
pasal 49 ayat (2) Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 jis
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1377 dan
instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1980 serta
instruksi Gubernur Kepela Daerah Tingkat I Jawa Tengsh
tz1. 14 Agustus 1980 No. 188.5/15194.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
Paszl 1 ¢ Cukup jelase

Pasal 2 ; Cukup jelas.

Pasal 3% s Petcrnakan adalah semua keglatan yang
meliputi memelihara, membiakkan, menye
barkan, mengolah dan nenasarkan
hasil terndka.

Pascl 4  : Cukup jelas.

-
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pasal 9 : Susunan Organisaed ini adalah o=
dalah moncerminkan urusan-urusan
yang diserahkan Pemerintah Pusat

pada Daerah dan pengenbangan Di-
nag agar dalam nmelaksanakan tu =

gasnya dapat berdaya guna dan
berhasil guna.

Pasal 6 s/d 22 "3 Qukup Jelas.

Pasal 23 r : Yang dinaksud reproduksi ter-
nek adalah usaha pengembangan
biakan ternak baik yang teria
¢i secara nornmal (biologie)
naupun yang terjadi karenz e
ngaruh hormon (hornonal).

Pasal 24 s/d 43 : Cukup jelas.
Pasal L4 s/d 49 : Cukup jelas.
Pasal 50 s/d 52 : Cukup jelas.
Pasal 53 : Cukup jelas.
Pasal 54 - : Cukup jelas.
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